BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 00.8.3.4/ /Kpts/BPT-PS/2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap
penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan
survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal
1(satu) kali setahun untuk memperoleh indeks
kepuasan masyarakat;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu ditetapkan tim penyusunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Keputusan  Bupati tentang Tim
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pclayanan Publik Tahun 2026;

Mengingat : l1l.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

“

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 155, Tambahn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Pelayanan Publik Tahun 2026, dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas:

a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan,
pengolahan data dan penyajian hasil survei;

b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi
terkait dalam pelaksanaan survei; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Bupati.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran pada Sckretariat Dacrah.
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KEEMPAT ¢ Keputusan

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Januari 2026

BUPATI PESIffR SELATAN,

HEN JONI
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